SKRIPSI

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN
AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

L4

&
r
‘5_
2
[ 4
/
i
l‘

L

Oleh :
ATHAYA ZHAFIRAH
185310147

PROGAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

SKRIPSI

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN

185310147

PROGAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

iv



Il udwnyo(]

AN disay yejepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 666 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM K

o - A AP L

Tembusan : Disampaikan pada :

L Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilaynh X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3.Yth  :Sdr. Kepala Biro K gan UIR di Pel u
4.Yth  :Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

SN R,
- s i
- (4 =
e " ”~
> A" -

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

i UNIVERSITAS ISLAM RIAU
e FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat Kinerja instansi pemerintah,
yaitu Dinas Sosial Provinsi Riau untuk tahun 2019 dan 2020 menggunakan
konsep value for money. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang
digunakan ialah data-primer dan data sekunder berupa hasil wawancara dan
i i i.Riau tahun 2019 dan

dinyatakan € ; 1I IW , dinyatakan tidak
efektif. Maka 3 as ' ( 019 dan 2020
dinyatakan emenuhi 3
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ABSTRACT

The purpose of this study is to measure the level of performance of
government agencies, Dinas Sosial Provinsi Riau for 2019 and 2020 using the
concept of value for money. This type of research is qualitative research. The data
used is primery datatand secondary data in the.form of interviews and

G Ame ie sial Provinsi Riau in

Provins s e
met the le \ i 2 ﬂ reached the
maximum. ra 019 e mic ca w as declared
ical, the effici 3 2 efficient, the
In 2020 the
on of efficiency
.65% declared
19 and 2020 is

of 103.84%
ineffective.
declared to

Keywords: € ical, effi o , performance
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Kinerja

kualitas

dicapai. Untuk menentukan tolak ukur kinerja yang sesuai maka diperlukannya
sistem pengukuran Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu
organisasi berfokus pada sasaran yang sudah ditetapkan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang

memiliki tujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu

strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja instansi pemerintah



kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap
penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor
publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan
institusi yang selalu merugi. Masyarakat_yang semakin cerdas dan Kkritis juga
menuntut dilakukannya transparansi. dan akuntabilitas publik oleh lembaga-
lembaga sektor publik. Tuntutan-masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun
1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian
reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan
yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media
akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi-pemerintah untuk
melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti
dan Rika, 2015). Sedangkan, Menurut Rahmadan (2014) Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban instansi
pemerintah kepada publik dan penjabat berwenang yang merupakan suatu
kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.. Dari laporan kinerja ini,
masyarakat sebagai pengguna informasi publik dapat mengetahui secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja sutu instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 merupakan
dampak dari perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
dimaksud sebagai media informasi sekaligus bentuk akuntabilitas kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.
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Mardiasmo (2018:165) mengatakan Value For Money ialah inti
pengukuran Kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak
bisa dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus

ara bersama-sama.

organisasi

efisiensi, da

dilaksanakan secara efisien. Dari segi efektivitas pada tahun 2018-2019 Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dinilai tidak
efektif

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Della Fadilla (2021) yang berjudul,
Analisis Value For Money pada Laporan Akuntanbilitas Kinerja Intansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019. Hasil



penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau
periode Tahun 2018-2019 dinilai ekonomis. Dari segi efisiensi Dinas Kesehatan
Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019 dinilai kurang efisien, sedangkan dari
segi efektivitas .Dinas Kesehatan Provinsi—Riau periode. Tahun 2018-2019
dilaksanakan secara efektif.

Sedangkan Hasil penelitianyang dilakukan oleh Felia Putri (2021), yang
berjudul Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019. Hasil penelitian pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau-menunjukkan bahwa rasio
ekonomi dari tahun 2018-2019 kinerja keuangan bersifat ekonomis. Tingat
efisiensi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018-
2019 dinilai efisien, dan dari segi efektivitas pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Pravinsi Riau pada tahun 2018-2019 juga dinilai efektif.

Penelitian ini meneliti kembali tentang konsep value for money pada Dinas
Sosial Provinsi Riau. Perbandingan penelitian kali ini_dan penelitian terdahulu
yaitu penelitian kali“ini. meneliti sebuah objek yaitu Dinas Sosial Provinsi Riau
sedangkan di penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian value for money
pada objek ini. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini
yaitu pada tahun periode dilakukannya penelitian tersebut atau periode terbaru.
Pada penelitian terdahulu ada beberapa permasalahan dalam pengukuran kinerja
LAKIP salah satunya pelaksanaan program yang masih berorientasi pada output
daripada outcome. Hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin

menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari



pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan konsep value for money
yang mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersamaan dalam
organisasi sektor publik. Maka dari itu peneliti mengambil objek penelitian di
Dinas Sosial Provinsi Riau karena selain_belum pernah diteliti, ada beberapa
program- dari penyerapan dana yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dengan
hal itu peneliti ingin membandingkannya/ dengan penelitian terdahulu dengan
menerapkan konsep value for money yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan
efektivitas.

Peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Riau. Dinas
Sosial Provinsi Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Riau. Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi yang mengelola
Organisasi dan'Tata Kerja Dinas Daerah Povinsi Riau, sebagai wujud kepedulian
Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Kepala
Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial,.Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala UPTD Pada Dinas Sosial
Provinsi Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
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fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya

terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

Administrasi Kantor, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan,
Program Pelayanan Sosial Melalui Panti, Program Pemberdayaan Fakir Miskin
KAT dan PMKS, Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta Perlindungan Sosial,
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Program Pengembangan Data/Informasi, dan Program Peningkatan Disiplin

Aparatur.

Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran strategis internal adalah sasaran

strategis yang p k ket sarana, pencapaian
Kinerja i gan Dinas
Sosial Provi sITAS ISL4
NNEE YRy,
Be ar sﬁ{g ogram yang
dilakukan Si 0
Lapor siC S ra rovinsi Riau
un 2019 dan 2020 (da
NO s ] ANGG; ALISASI
Progr n
1 Admi \ 5.383.608
Program P. nan da
2 | Rehabilitasi t @58 6.762.000
Sosial KA B
Program
3 Melalui P .398.820.007
Program P r B
4 | Miskin, KA P 558.383.900
lainnya
Program Pemberda
5 | Kelembagaan Kesejaht .200 907.936.000
Sosial
Program Peningkatan
6 | Kapasitas Sumber Daya 18.000.000 0
Aparatur
7 Program Peningkatan Sarana 894.093.000 817 330.740
dan Prasarana Aparatur
Program Bantuan dan Jaminan
8 | Sosial Serta Perlindungan 1.547.338.200 642.431.050
Sosial
g | Program Pengembangan 164.998.000 134.408.100
Data/Informasi




10 Program Peningkatan Disiplin 18.000.000 17.500.000
Aparatur
TOTAL 16.618.972.200 12.738.955.405
2020
NO KEG LR ANGGARAN REALISASI
1 | Progragglesgigy 3.077.865.501 3.024,156.439
Administrasi Kantor
5 Program Peningkatan Sarana 137 675.000 136,123,395
dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin 42.000.000 41.895.000
Aparatur
4 | Prodigm SEIIGioEn 4dn 285.996.000 284.937.000
Jaminan Sosial
5 | Program Rehabilitasi Sosial 5.128.038.763 4.958.283.060
6 | Program Pemberdayaan Sosial 456.129.265 315.152.300
i ' i f 50.000.000 48.620.000
TOTAL 9.177.704.529 8.809.167.124

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau

Menurut-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau
periode 2019-2020, realisasi- pengeluaran ~keuangan untuk masing-masing
dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau selama periode ini lebih kecil dari
target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 terdapat 10 program yang dijalankan
Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu, Program Pelayanan Administrasi Kantor,
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan, Program Pelayanan Sosial
Melalui Panti, Program Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS, Program
Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Bantuan
dan Jaminan Sosial serta Perlindungan Sosial, Program Pengembangan

Data/Informasi, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Sedangkan pada

tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Riau hanya menjalankan 7 program yaitu,



Program Pelayanan Administrasi Kantor, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program
Pemberdayaan Sosial, dan Program Penanganan Fakir Miskin.

Pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat realisasi yang penuh. Program
yang mencapal realisasi anggaranitertinggi pada tahun 2019 dan 2020 adalah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pada tahun™ 2019 realisasi mencapai
sebesar Rp 17.500.000,- dan pada tahun 2020 realisasi mencapai sebesar Rp
41.895.000,-. Sedangkan program yang memiliki realisasi anggaran terendah pada
tahun 2019 adalah Program Peningatan Kapasitas Sumber Daya dengan realisasi
sebesar Rp 0,--dan pada tahun 2020 ialah Program Pemberdayaan Sosial dengan
realisasi sebesar Rp 315.152.300,-. Dengan adanya program yang tidak tercapai
targetnya pada tahun 2019 dan 2020 membuktikan bahwa anggaran Dinas Sosial
Provinsi Riau belum terserap dengan optimal.

Realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 yang tidak mencapai target ini
membuktikan anggaran @ belum terserap maksimal: Untuk melihat apakah
pengeluaran Dinas Sosial “Provinsi Riau.telah  ekonomis, efektif dan efisien
dibutuhkan pengukuran kinerja yaitu dengan cara mengukur kinerja keuangannya
dengan menerapkan konsep Value For Money. Cara ini dibutuhkan agar
pengeluaran bisa digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang telah dibuat, agar
pengeluaran yang dimanfaatkan dapat memberikan output sebaik-baiknya

sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.
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Salah satu keluhan masyarakat terhadap Dinas Sosial Provinsi Riau ialah

bantuan langsung tunai yang kurang optimal, bantuan langsung tunai yang

dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tidak tersalurkan secara menyeluruh

2020 dengan menggunakan konsep Value For Money yang ditinjau dari
segi ekonomis ?

2. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai
2020 dengan menggunakan konsep Value For Money yang ditinjau dari

segi efisiensi ?
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3. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai

2020 dengan menggunakan konsep Value For Money yang ditinjau dari

segi efektivitas ?

1.3
1. tahun 2019
oney yang
2. tahun 2019
Money yang
3 ™ ada tahun 2019
or Money yang
1.4
I manfaat bagi pihak yang
membutuhkan:
1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan
tentang kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menerapkan
teori akuntansi dan dapat berbagi ilmu pengetahuan yang berkhusus

dengan masalah konsep Value For Money.
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2. Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan pertimbangan dan

masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Sosial Provinsi Riau

1.5

BAB |

dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang pengertian atau definisi yang diambil dari
kutipan buku yang terkait dengan penyusunan proposal.

Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut, akan dihasilkan
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proposisi (pernyataan-pernyataan hipotetikal) yang biasa disebut
dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB Il METODE PENELITIAN

, Subjek

an, teknik

JJJJJ

lanjut penelitian kepeda peneliti lain jika peneliti menemukan

masalah baru.
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TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

bersama.

2.1.1.2 Pengertian Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2018) sektor publik dapat dipahami sebagai suatu

entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang

dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Bastian (2019) menyatakan bahwa dari sisi kebijakan publik, sektor publik

dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintah yang

14
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besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi,
sektor publik sering didefinisikan sebagai ‘“‘suatu entitas” yang aktivitasnya

berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan

hak publik.

Q)
O

k9

berhubu parang dan

-

E\%‘.

pelayanan ara lainnya yang
diatur den
2.1.1.3 Pen

Ding

sektor pub

=4S YA B 8

S ey
Q

berhubunga
organisasi sek

yang sangat komp a mencak ( poltik, kultur, dan

demografi. "
Menurut Nort ublik merupakan sebuah
entitas ekonomi yang m . Disebut sebagai entitas

ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa
dikatakan sangat besar.
2.1.2 Penganggaran Sektor Publik
2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran sektor publik ialah proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk program-program atau aktivitas yang akan
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dilaksanakan. Anggaran publik berisi rencana yang dituangkan dalam bentuk
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran

adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode

1.

2.

telah disusun.
2.1.2.2 Tujuan Anggaran Sektor Publik

Menurut Khairunnisa (2021) Perencanaan dan penganggaran merupakan
proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena

berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk melayani dan mensejahterakan rakyat.
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Beberapa karakteristik tujuan pokok dari adanya anggaran sektor publik yaitu
sebagai berikut:
1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.

2) /a 1cakup jangka satu atau beberapa

3)
4) v gga itels ' ak be g yang lebih
5) I3 Si ' ntuk mencapai
tujué
2.1.2.3 Jeni¢
sesuai dengan
kondisi per s-jenis anggaran

2) Anggaran Modal (Capital/Investment Budget)
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan
atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan
sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki

sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.

3) Anggaran Pengesahan (Tentative Anaced Budget)
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Anggaran ini dibagi kedalam anggaran tentatif dan anggaran enaced.
Anggaran entatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari

lembaga legislatif karena kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak

4)

5)

kelemahan.
Adapun kelebihan penggunaan anggaran adalah:
1) Pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat

pengukur prestasi suatu bagian atau individu didalam organisasi.
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2) Pengelola/manajer dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber

daya ekonomi yang dimiliki oleh organisasi, apakah sudah ekonomis,

efektif dan efisien.

3) akan gai : i berbagai kegiatan

4) ] jara lola  dalam

5) ' garan I ! lo a kesadaran

6) pengawasan

7) sengelola dalam

‘ ganisasi melihat

apabila semua pihak secara terus menerus berusaha berkoordinasi dan
bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan didalam
anggaran.

2) Anggaran didasarkan pada estimasi atas kegiatan yang akan datang,
ketepatan estimasi sangat tergantung kepada pengalaman dan kemampuan

estimator, dan ketidaktepatan anggaran berakibat tidak dapat dipakainya
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anggaran sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dengan
baik.

3) anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen/pengelola, tetapi

prestasi yang
diperlihatkan dan kemamg ja. Se : ne ahsun (2016:25)
Kinerja ada n.pelaksanaan suatu

kegiatan/pr g e an, an, misi dan visi

merupakan gambaran yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu instansi
atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar dan syarat yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Setiap instansi atau perusahaan memiliki standar maupun kriteria
tersendiri untuk menentukan apakah kinerja tersebut berhasil atau tidak. Jika
kinerja tersebut berhasil melampaui standar kriteria yang ditentukan maka kinerja

keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil.
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Sedangkan jika kinerja keuangan dalam suatu instansi tidak berhasil mencapai
kriteria yang sudah ditentukan maka perusahaan atau instansi tersebut telah gagal

dalam mengupayakan kinerja keuangannya.

publik &

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang
sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah
dan bawah serta memotivasi agar mencapai good congruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual

dan kemampuan kolektif yang rasional.
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2.1.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja
Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018:122) yaitu:

1. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

214

dipertanggung jawabkan. LAKIP bertujuan untuk mewujudkan akuntanbilitas
instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah.
Menurut Agustin dan Subarjo (2017) fungsi LAKIP antara lain:
1. Untuk memuat kinerja instansi dan akuntanbilitasnya, yaitu gambaran
suatu tingkat pencapaian kegiatan, program, atau kebijakan dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.
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2. Sebagai sarana hubungan kerja organisasi yang berfungsi menjadi wadah
pengolahan informasi dan data.

3. Menjadi media informasi yang sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola

pengelolaan anisasi S : ] ga rasio utama,
yaitu ekono nsi efe 5. Konse asar pada tiga rasio

utama, yaitu:

sepanjang mana organisasi sektor publik bisa meminimalisisr input
resource yang digunakan ialah dengan menjauhi pengeluaran yang boros
serta tidak produktif.

2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu

ataupun pengguna input yang terendah buat menggapai output tertentu.
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Efisiensi ialah perbandingan output/input yang berhubungan dengan
standar kinerja ataupun sasaran yang sudah diresmikan.

3. Efektivitas : tingkatan pencapaian hasil progam dengan sasaran yang

INPUT PRI

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh
suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang
dihasilkan. Sedangkan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan
dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan

program.
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Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama.

Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis

dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang

dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk melihat sejauh
mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang
digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif
(Trilaksono & Handayani. 2020). Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam
pengadaan dan alokasi sumber daya (Arifani, Salle, & Rante, 2018).

Berikut ini adalah formula untuk pengukuran ekonomi:
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) Input
Ekonomis = —— X 100%
Nilai Input

Keterangan :

Input

k pelaksanaan

perencanaan

gan Kkinerja.

o
=
=
@D
=
D
D
b

\ﬂﬂl\\

|

penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal (Arifani, Salle, & Rante,
2018).
Berikut ini adalah formula untuk pengukuran efisiensi:

Output
Input

Efisiensi = X 100%

Keterangan:
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Output : Persentase capaian fisik dari program
Angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari

program-program yang dilaksanakan oleh suatu instansi.

Input  : Perse ram
a S ngan yang
m&dsm u instansi.
W L2
Kriteria e u?ét
© Tabel 2.
senta nilaial
Pers ila nja._‘ _.“. -
0 = = en
i
=100 % J fi erimbang
3) /
2.1.6.3 Pengu ivi ANBP-R\)

Menuru an perbandingan
outcome, berupa a ~pro utput, berupa target
pencapaian yang telah ndayani. 2020). Efektivitas
artinya berhasil guna dalam men an sasaran (Arifani, Salle, & Rante,
2018).

Berikut ini adalah formula untuk pengukuran efektivitas:

o Outcome
Efektivitas = ———— X 100%
Output

Keterangan:

Outcome : Capaian Kinerja
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Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai
akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output : Target Kinerja

Money menurut Mardiasmo (2018) e

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang
diberikan tepat sasaran.

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Menurunkan biaya pelayanan publik.

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
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5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness)

sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.2 Hipotesis

masalah serta telaah
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METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

elitian kali ini adalah

Pemerintah (LAKIP) periode 2019-2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara
data yang diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis
berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan

kesimpulan dan saran.

30
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3.2  Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau yang beralamat di

Jalan Jendral Sudirman No. 239, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota

organisasi, Inste erusa S N 3. keuangan dengan

baik sesuai denc 3 rasio dz c is, Efektivitas,

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X >100%) maka tidak ekonomis.

Cara mengukur tingkat ekonomis adalah:

. Input
Ekonomis = ————— X 100%
Nilai Input

Keterangan :
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Input : Realisasi Anggaran

Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi

anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti efisien atau sangat
efisien.
Cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

Output
put

Efisiensi = X 100%

Keterangan:

Output :  Persentase Realisasi Fisik dari Program
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Angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari

program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi

Riau.

C.

dan sasaran,
efektivitas berkaitan ' gka ram dengan target
yang ditetap

Menurut
1. Ji i 3 g 0 a tidak efektif.

2. Ji i s 0% = 100%) maka efektif

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti efektif atau sangat
efektif.
Cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

Outcome
Efektivitas = ————— X 100%
Output

Keterangan:

Outcome : Capaian sasaran
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Angka outcome yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai
akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output :  Target Sasaran

34
341 Je

ini diperoleh
langsung dz h Dinas Sosial
Provinsi Ri anjut mengenai

data target d
3.4.2 Sumbe

Dalam pe an ini her ; gi menjadi dua:

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) periode 2019-2020, literatur, jurnal, buku, skripsi
terdahulu serta sumber-seumber yang berkaitan dengan Value for Money pada

pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang penelitian ini.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

35

3.5  Teknik Pegumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala

sumber data tertulis

Laporan yang:

menjelaskan

Provinsi R -'ﬂ— {
3.6 ~ ’

2

;’ dalah analisis

o v |

deskriptif. F “.111 g elalui metode
Value For g : rasio efisiensi,
dan rasio JF ita peneliti akan

tersebut utuk

baik atau belu

‘ji“

Laporan  Kinerja : sosial ~ Provinsi  Riau.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Saosial Provinsi-Riau merupakan dinas daerah yang berperan
membantu menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan sebagai wadah-untuk menangani permasalahan kesejahteraan
sosial. Dinas Sesial Provinsi Riau telah dibentuk sejak tahun 1961 dengan nama
Jawatan Sosial, pada tahun 2000 Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi
Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No.
31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan
Kesejahteraan Sesial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti
sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan Perda Ne. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi
Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau, Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dinas Sosial, Tipe
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pergub Riau Nomor
70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan-Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau
4.1.1 Kedudukan Dinas Sosial Provinsi Riau

Dinas Sosial Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.
Dinas Sosial Provinsi Riau merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin dan di kepalai oleh Kepala Dinas

36
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yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di

Daerah, di Kota, maupun di Provinsi yang bergerak dibidang sosial seperti

pelayanan rehabi . an anj a 1. sosial, disabilitas,

perlindur al, bencana ala ANa penanganan

016 menetapkan
anakan urusan
Pemerintahan Daerah idang sosial, dan kewenanga entrasi serta tugas
pembantua g di A 1 pe tah. D ok eraturan Gubernur

Provinsi Ria

Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan
Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

iii  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang

Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
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iv  Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan

Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan

ang bernur terkait dengan
‘\\\\\“ '0. )
Gubernur a Organisasi,
Tugas dan jau. Susunan

organisasi

1)

a. Subbagian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
b. Subbagian Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
c. Subbagian Jaminan Sosial Keluarga.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

a. Subbagian Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

b. Subbagian Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
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c. Subbagian Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang.

5) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:

Untuk lebih jelas mengenai Struktur Organisasi di Dinas Sosial Provinsi Riau

dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Bidang Perlind
dan Jaminan S

1 vdwnyo(]
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Sub Bidan
Perlindungan Sosial Korl
Bencana Al

Sub Bidan
Perlindungan Sosia
Bencana Sosi
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Sub Bidang
Jaminan Sosial
Keluarga
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Sumber: LKJIP D

GAMBAR 4.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

DINAS SOSIAL

STTAS 1SL4
S &2

| SEKRETARIAT |

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian
Program Pengelolaan Aset dan Umum
Bidang Bidang
— So Pemberdayaan Sosial Penanaanan Fakir Miskin
; — I
i i ¥ -] I
- =
Hi Bidang : Sub Bidang
. R Sub Bidan e
| Rehabilitasi Sosial An Pemberdayaan Pe?orangan Identifikasi dan Penguatan
isfs = u ‘USIE.\. " dan Keluarga Kapasitas
y Sub Bidang Sub Bifjang
' - PemberdayaanMasyarakat Penda:)mpdlng .
£ dan Kelembagaan Sosial Pemberdayaan
P i ha‘li ; Sub Bidang
ﬁ‘ ; Sub Bidang Pemberdayaan -
Kﬁ) —  Potensi, Kesetiakawanan dan Bantuan Stl_mulan dan
orban Perd Restorasi Sosial Penataan Linakunaan
u
L |

40
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Berikut ini adalah uraian dari tugas masing-masing satuan unit organisasi
pada Dinas Sosial Provinsi Riau:
1. Sekretariat

eh Sekretaris yang

!hwmii‘“'g

an Sosial mempunyai tugas

melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial,
dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga yang menjalankan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial.
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b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

epala Dinas Sosial.

h“‘ .&a esuai tugas

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.
Bidang Pemberdayaan Sosial
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Perorangan dan

Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, Seksi
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Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang
menjalankan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang

A\

da

Bidang

SR LAY

AT

Kepala

Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.
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Berikut ini daftar pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan Aparatur Sipil

Negara (ASN) tahun 2019-2020:

Tabel 4.1
Daftar Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember.Tahun 2019

No Jenis Pendidikan Formal Jumlah
Kelamin | SD | SLTP | SLTA | D-11l | D-IV | S-1 | S-2 | S-3
1 Laki-Laki 2 1 39 10 2 Al (e - 108
2 | Perempuan | - - 18 7 1 33| 5 - 64
Total 2 1 57 17 3 74 | 18 - 172

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4.2

Daftar Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember Tahun 2020

No Jenis Pendidikan Formal Jumlah
Kelamin® | SD | SLTP | SLTA | D-111 | D-IV | S-1 | S-2'| S-3
1 Laki-Laki 2 1 33 6 0 2SNINN.2 - 103
2 | Perempuan | - - 18 i i 5 | 8 - 62
Total 2 1 46 13 1 79 | 23 - 165

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020

Berikut adalah jabatan fungsional tertentu pada tahun 2019-2020:

Tabel 4.3
Jumlah Jabatan Fungsional
Per Desember 2019

No Jabatan Fungsional Total
Tertentu
1 Penyuluh Sosial 1
2 Pekerja Sosial 4
3 Perencana 1
4 Arsiparis 2
Jumlah 8
Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 4.4
Jumlah Jabatan Fungsional
Per Desember 2020
No Jabatan Fungsional Total
Tertentu
1 Penyuluh Sosial 6
2 Pekerja Sosial 17
3 Perencana 2
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4 | Arsiparis 1

Jumlah 26

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Riau

bermasyarakat

nyuluhan sosial.

6) Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.
7) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya
manusia, perencanaan serta kerjasama program bidang sosial.
4.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2020
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
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lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan.wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator Kinerja, beserta
target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2019-2020:

Tabel 4.5

Perjanjian Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019-2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Jumlah Penyandang

PeningRosaiEstevandn Masalah Kesejahteraan

terhadap Penyandang Masalah

1 Kesejahteraan Sosial (PMKYS) pecia BN 41.145 org
. " ¥ mendapatkan pelayanan
di Provinsi Rian L
sosial
Peningkatan Peran Potensi
Sumber Kesejahteraan:Sosial Jumlah Potensi Sumber
2 | (PSKS) dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2.268 org
Bidang Kesejahteraan Sosial di | (PSKS) yang diberdayakan
Provinsi Riau

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau
4.1.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau

Adapun tujuan yang harus diwujudkan dari Dinas Sosial Provinsi Riau
adalah: “Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial di Provinsi Riau.”

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Sosial Provinsi Riau, sasaran misi yang
akan dicapai ialah:

1) Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau.
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2) Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteraan

sosial di Provinsi Riau.

4.1.7 Strategi Dinas Sosial Provinsi riau

mewujudkan .pe E i 2 dalah sebagai
berikut:

1) e -:' o ] ala cjahteraan  Sosial

2) : ha da peningkatan kualitas

kesejahteraan sosial yang ada atau yang dapat dikembangkan sehingga
mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
4.2  Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat ekonomi, efisien
dan efektif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau pada

tahun 2019-2020. Berikut adalah hasil penelitian menurut Value for Money:
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4.2.1 Ekonomi
Rasio ekonomis mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang

dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Dikatakan ekonomis jika semakin kecil

nilai rasionya ma nomis | osial Provinsi Riau

dalam m | “\h\“‘ ....
-

Nilai Inp

Riau periode 2019-2020:

Tabel 4.6
Perhitungan Ekonomis
Dinas Sosial Provinsi Riau

Tahun 2019
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Program Penyediaan Jasa
Pelayanan Komunikasi,

0
Administrasi | Sumber Daya Air 570.000.000 473.977.208 83,15%

Kantor Dan Listrik
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI %
Penyediaan Alat 50378400 | 49.877.300 | 99,01%
Tulis Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan Dan 38.700.000 35.473.600 91,66%
100,00%
97,87%
89,33%
84,61%
96,97%
70,36%
0,

Surat Menyurat 0%

Rapat-Rapat

Koordinasi Dan 004.665.600 | 714.412.900 | 78,97%

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Penyediaan Jasa

Administrasi 102.000.000 101.999.500 100,00%

Keuangan

Penyediaan Jasa 39.165.000 24.877.400 | 63,52%

Administrasi Kantor

Penyediaan Jasa

180.000.000 177.050.000 98,36%

Kebersihan Kantor
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Penyediaan Jasa
Kebersihan Dan
Tenaga Penunjang
Lainnya UPT. 198.940.400 181.820.400 91,39%
89,02%
92,03%
86,74%
100,00%
s
U 0 0
Lainnya UPTgR h‘ﬁ‘ ‘k‘ 237.610.000 95,25%
Sosial Pengasuha
Anak
Program Pelayanan sosial 37.585.000 24415000 | 64,96%
Pelayanan dan | adopsi anak
Rehabilitasi Peningkatan
Kesejahteraan | Pemenuhan
Sosial Kebutuhan Dasar 75.626.400 15.626.400 20,66%
Anak dalam Panti se
Provinsi Riau
Pelayanan Sosial
Rumah 313.161.300 | 256.090.800 | 81,78%

Perlindungan
Trauma Center
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial | 134 360100 | 17.077.800 | 12,71%
Gelandangan dan
Pemulung
Kemiygggdalam 17,78%
76,01%
82,38%
Program 92,34%
Pelayanan
Sosial Mela
Pant 41,21%
88,12%
48,38%
83,75%
Program 0
Pemberdayaan | Fakir Miskin 35.739.000 71,95%
Fakir Miskin, | Validasi Data Kartu
KAT dan KKS 70.236.000 69.390.700 98,80%
PMKS Peningkatan
lainnya Kapasitas Fakir
Miskin melalui 175.900.800 25.706.000 14,61%
Pembinaan
Pendamping Sosial
Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan
Pembentukan E- 45.000.000 44.920.000 99,82%

Waroeng Di
Provinsi Riau
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Sumber Daya
Aparatur

Pelatihan Formal

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Kesetiakawanan
sosial nasional
EXPO dan HKSN 63.000.000 - 0%
Provinsi
Pe
0%
93,72%
77,38%
92,40%
Kelembagaan 83,55%
Kesejahteraan
Sosial
94,69%
471.716.300 97,75%
Peningkatan
Kualitas SDM 93.266.600 | 89.486.600 | 9595%
Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Pemberdayaan
Tenaga Kerja 0
Kesejahteraan 174.554.100 163.665.100 93,76%
Sosial
Program
Peningkatan -
Kapasitas | Fendidikan Dan 18.000.000 i 0%
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI %
Program Pemeliharaan
Peningkatan | Rutin/Berkala 36.000.000 | 36.000.000 | 100,00%
Sarana dan Perlengkapan
Prasarana GedungKantor
Aparatur ihara
100,00%
88,64%
95,69%
99,31%
99,83%
99,69%
100,00%
96.401.500 99,62%
Penyediaan Sarana
Dan Prasarana UPT.
Pemberdayaan 53.318.400 27.621.200 51,80%
Penyandang
Disabilitas Daksa
Penyediaan Sarana
Dan Prasarana UPT. | 507 780,600 | 150.540.000 | 79,07%

Panti Sosial
Pengasuhan Anak

Penyediaan Sarana
Dan Prasarana UPT.
Bina Laras
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI %

Program Pelayanan dan

Bantuandan - perlindungan Sosial | 54 376 000 | 152.146.000 | 74,44%

Jaminan bagi korban tindak

Sosial Serta kekerasan

Perlindungan | Pelayanan Sosial

Sosial ' 1,71%
69,95%
62,26%
98,51%
91,66%
34,19%

Program

Pengembangan

Data/Informasi 81,46%

Program

Pe_n.lngkatan 97.22%

Disiplin

Aparatur
76,65%

Sumber: Data Olahan (202

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio ekonomis

Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2019 adalah 76,65% dengan perhitungan

terkecil sebesar 1,71% vyaitu pada kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Korban

Bencana Sosial dan Perhitungan terbesar adalah 100% yaitu pada kegiatan

Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyedia

Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang
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Lainnya UPT. Bina Laras, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor, dan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor.

Peneliti juga mengukur perhitungan rasio ekonomis pada program atau

kegiatan pada t ini ad sio ekonomis pada
progra
NEREITEOEA
O\ 2 ﬁﬁ&,
PROGRA I Sl %
Program i
Pelayanan ikasi, 0
Administra e ir .- i 98,62%
Kantor 2 | &
¢ o 6.437.0 00 | 97,55%
bersihan Kantor -t '
iaan o
T } 00 99,41%
P iaan Il
apEK 00 | 99,50%
f: 7.000 99,97%
B L]
e J 0 42.000.000 | 100,00%
dan Mi
Rapat-Rap
Koordinasi Dan 616.762 | 145992400 | 98,90%
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penyediaan Jasa o
Administrasi Kantor 676.300.000 667.900.000 98,76%
ie”yed'aa” Jasa 638.160.000 | 625.840.000 | 98,07%
eamanan Kantor
Program Pengadaan
Peningkatan | Perlengkapan 68.625.000 68.625.000 | 100,00%
Sarana dan Gedung Kantor
Prasarana Pemeliharaan Rutin
Aparatur 15.000.000 14.862.875 | 99,09%

Mobil Jabatan
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Terlantar di Dalam
Panti

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Pemeliharaan
Rutin/Berkala 54.050.000 52.635.450 | 97,38%
Kendaraan
Dinas/Operasional
Program
Peningkatan 99,75%
Disiplin
99,50%
99,66%
Program Rehabilitasi Sosia
Rehabilitasi | Dasar Penyandang | ¢, /15 10 50.120.350 | 96,27%
Sosial Disabilitas Terlantar
di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang | 99 895 000 | 974.583.000 | 98,25%
Disabilitas Mental
di Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak 1.502.618.800 | 1.392.984.510 | 92,70%
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia -\, 151 645 100 | 2.100.462.100 | 99,00%
Terlantar di Dalam
Panti
86,74%
99,95%
100,00%
97,75%
Program
Pemberdayaan 1.871.000 100,00%
Sosial
Kapasitas Foru .
CSR Kesos Provinsi 1.993.000 100,00%
Riau
Koordinasi
Peningkatan dan
Pengembangan .
Sistem Layanan 1.998.600 1.998.600 100,00%
Rujukan Terpadu di
Provinsi Riau
Pemugaran dan
Pemelinaraan 143141795 | 137570700 | 96,11%

Taman Makam
Pahlawan
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PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Pembinaan dan
Pelestarian Nilai- 307.124.870 171.719.000 55,91%

Nilai Kepahlawanan

Kesetiakawanan

97,24%

95,98%

asio ekonomis
Dinas Sosia i Rig , L' .. engan perhitungan

Pelestarian Nilai-
u pada kegiatan
Gedung Kantor,

ovinsi- Riau, Peningkatan

4.2.2 Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara
output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Kegiatan dikatakan efisien
apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan dana yang minimum.

Output
Input

Efisiensi = X 100%
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Output :

Beri

Riau periode

PROGRAM

Persentase realisasi fisik dari program

59

Angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari

Program
Pelayanan
Administrasi
Kantor

Minuman

%
120,26%
99,01% | 101,00%
Penyediaan Bara
Cetakan Dan 100,00% 91,66% 109,10%
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi 100,00% | 100,00% | 100,00%
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang- | 100,00% 97,87% 102,18%
Undangan
Penyediaan Makanan Dan
100,00% 89,33% | 111,95%
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PROGRAM

KEGIATAN

Reaslisasi
Fisik

Realisasi

[0)
Keuangan /o

Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor

100,00%

84,61% 118,19%

Penyediaan jasa
sosialisasi, informasi,
publikasi dan kehumasan
SKPD

100,00%

96,97% 103,13%

Vertifikasi, Evaluasi dan
Monitoring Penerima
Bantuan Hibahwdan
Bantuan Sosial

100,00%

70,36% 142,12%

Penyediaan Pelayanan
Pameran Riau Expo

100,00%

0,00% -

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

100,00%

0,00% -

Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

100,00%

78,97% 126,63%

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

100,00%

100,00% | 100,00%

Penyediaan Jasa
Administrasi Kantor

63,52%

63,52% 100,00%

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

100,00%

98,36% 101,67%

Penyediaan Jasa
Kebersihan Dan Tenaga
Penunjang UPT.
Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas Daksa

100,00%

91,39% 109,42%

Penyediaan Jasa
Kebersihan Dan Tenaga
PenunjangUPT. Pelayanan
Sosial Tresna Werdha
Khusnul Khotimah

100,00%

89,02% 112,33%

Penyediaan Jasa
Kebersihan Dan Tenaga
Penunjang Lainnya UPT.
Pelayanan Sosial Marsudi
Putra Tengku Yuk

100,00%

92,03% 108,66%

Inventarisasi Aset Milik
Pemerintah Provinsi Riau

100,00%

86,74% 115,28%

Penyediaan Jasa
Kebersihan Dan Tenaga
Penunjang Lainnya UPT.
Bina Laras

100,00%

100,00% | 100,00%




PROGRAM

KEGIATAN

Reaslisasi
Fisik

Realisasi
Keuangan

%

Penyediaan Jasa
Kebersihan Dan Tenaga
Penunjang Lainnya UPT.
Panti Sesial Pengasuhan
Anak

100,00%

95,25%

104,98%

Program
Pelayanandan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

Pelayanan sosial adopsi
anak

64,96%

64,96%

100,00%

Peningkatan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Anak
dalam Panti.se Provinsi
Riau

20,66%

20,66%

100,00%

Pelayanan Sosial Rumah
Perlindungan Trauma
Center

100,00%

81,78%

122,29%

Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
Gelandangan, Pengemis
dan Pemulung

12,71%

12,71%

100,00%

Kemitraan dalam
Penanganan Pasung

17,78%

17,78%

100,00%

Peningkatan Kualitas
Assesment dan
Manajemen Kasus

100,00%

76,01%

131,57%

Peningkatan Pelayanan
Penyandang Disabilitas

100,00%

82,38%

121,39%

Program
Pelayanan
Sosial Melalui
Panti

Pelayanan Sosial Bagi Eks
Psikotik

100,00%

92,34%

108,30%

Pelayanan Sosial Bagi
Disabilitas pada Panti
Disabilitas

41,21%

41,21%

100,00%

Pelayanan Sosial Bagi
Lanjut Usia Terlantar
melalui Panti

100,00%

88,12%

113,48%

Pelayanan Sosial Bagi
Anak Remaja Nakal di
Upt Tengku Yuk

48,12%

48,38%

99,46%

Pelayanan Sosial
Pengasuhan Anak
Terlantar melalui Panti

100,00%

83,75%

119,41%

Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
KAT dan
PMKS
lainnya

Pengelolaan Data Fakir
Miskin

100,00%

71,95%

138,99%




PROGRAM

KEGIATAN

Reaslisasi
Fisik

Realisasi
Keuangan

%

Validasi Data Kartu KKS

100,00%

98,80%

101,22%

Peningkatan Kapasitas
Fakir Miskin Pembinaan
Pendamping Sosial

14,61%

14,61%

100,00%

Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Pembentukan
E-Waroeng Di Riau

100,00%

99,82%

100,18%

Kesetiakawanan sosial
nasional EXPQ.dan
HKSN Pravinsi

Pelayanan dan
Penyantunan bagi Perintis
dan Janda Perintis
Kemerdekaan

Pemugaran dan
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan

100,00%

93,72%

106,70%

Penguatan Pelaksanaan
Verifikasi Dan Validasi
Data Penerimaan Bantuan
luran Jaminan Kesehatan
Kota Se- Provinsi Riau

100,00%

77,38%

129,23%

Pembinaan dan
Pelestarian nilai-nilai
Kepahlawanan

100,00%

92,40%

108,23%

Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial

Peningkatan Jejaring
Kerjasama Pelaku-Pelaku
Usaha Kesejahteraan
Sosial Masyarakat

100,00%

83,55%

119,69%

Peningkatan Kualitas
Pengurus Karang Taruna

100,00%

94,69%

105,61%

Penyuluhan Sesial
Provinsi Riau

100,00%

97,75%

102,30%

Peningkatan Kualitas
SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat

100,00%

95,95%

104,22%

Pemberdayaan Tenaga
Kerja Kesejahteraan
Sosial

100,00%

93,76%

106,65%

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan
Formal
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PROGRAM KEGIATAN Reaslisasi | Realisasi o
Fisik Keuangan 0
Program Pemeliharaan
Prasarana .
Aparatur
100,00%
112,81%
104,50%
100,70%
100,17%
100,31%
100,00%
100,38%
100,00%
Penyandang L
Daksa
Penyediaan Sarana Dan
Prasarana UPT. Panti 100,00% 79,07% 126,48%
Sosial Pengasuhan Anak
Penyediaan Sarana Dan
Prasarana UPT. Bina - - -
Laras
Program
?aamnfﬁgz dan Pelayanan dan
Sosial Serta perlindungan Sosial bagi 100,00% 74,44% 134,33%

Perlindungan
Sosial

korban tindak kekerasan
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Program

Program

Disiplin
Aparatur

kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin.

Pengembange
Data/Informa

Peningkatan

PROGRAM KEGIATAN Reaslisasi | Realisasi | o,
Fisik Keuangan
Pelayanan Sosial Bagl 1.71% 1.71% 100,00%
Korban Bencana Sosial
Peningkatan Kapasitas
asiPenanggulangan 69,95% 69,95% 100,00%
100,00%

101,51%

109,10%

100,00%

122,76%

102,86%

114,22%

Peneliti juga mengukur perhitungan rasio efisiensi pada program atau

kegiatan pada tahun 2020. Berikut ini adalah perhitungan rasio efisiensi

program atau kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2020.

pada



Tabel 4.9
Perhitungan Efisiensi
Dinas Sosial Provinsi Riau
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Tahun 2020
PROGRAM KEGIATAN Rea§l!sa3| Realisasi %
Fisik Keuangan
Program Penyediaan Jasa
Pelayanan Komunikasi, Sumber 100,00% 98,62% 101,39%
Administrasi | Daya Air dan Listrik
Kantor Penyed_laan Jasa 100,00% 97.55% 102,51%
Kebersihan Kantor
P e 100,009 /| 99,41% . | 100,59%
Penyediaan Barang
Cetakan Dan 100,00% 99,50% 100,50%
Penggandaan
Penyediaan Komponen
A 100,00% | 99,97% | 100,03%
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
penvediaaan Makandan | 100,009 | 100,00% | 100,00%
Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar 100,00% 98,90% 101,11%
Daerah
Penyediaan Jasa 5 | 0
Administrasi Kantor St o il 101,26%
Penyediaan Jasa h X 0
Redfinan Kantor 100,00% 98,07% 101,97%
Program Pengadaan Perlengkapan 0 0 0
Peningkatan Gedung Kantor 100,0034 100,00% | 100,00%
Sarana dan Pemeliharaan Rutin Mobil
Prasarana Jabatan 100,00% 99,09% 100,92%
A - -
paratur Pemeliharaan Rutin 100,00% 97.38% | 102.69%
Kendaraan Dinas
Program Pengadaan Pakaian Dinas 100,00% 99,75% 100,25%
Peningkatan Beserta Perlengkapannya
Disiplin Pengadaan Pakaian i i i
Aparatur Khusus Hari-hari Tertentu
Program Perlindungan dan Jaminan
Perlindungan | Sosial Korban Bencana 100,00% 99,50% 100,50%
dan Jaminan Daerah Provinsi
Sosial Peningkatan Kapasitas

Petugas Penanggulangan
Bencana
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PROGRAM

KEGIATAN

Reaslisasi
Fisik

Realisasi

[0)
Keuangan /o

Peningkatan Pelaksanaan
Program Keluarga
Harapan

Peningkatan Kapasitas
Graduan Penerima
Jaminan Sosial

Pemulangan Warga
Imigran, OT, KTK ke
Daerah Asal

100,00%

99,66% 100,34%

Penanganan.Bencana
Kebakaran Hutan dan
Lahan di Provinsi Riau

Program
Rehabilitasi
Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar di Dalam Panti

100,00%

96,27% 103,88%

Rehabhilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Mental di Dalam Panti

100,00%

98,25% 101,78%

Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di Dalam
Panti

100,00%

92,70% 107,87%

Rehabilitasi Sosial Dasar
Lanjut Usia Terlantar di
Dalam Panti

100,00%

99,00% 101,01%

Rehabilitasi Sosial.Dasar
Tuna Sosial di Dalam
Panti

92,81%

86,74% 106,99%

Pelayanan Sosial bagi
Anak Remaja Nakal di
UPT Tengku Yuk

100,00%

99,95% 100,05%

Pelayanan sosial adopsi
anak

100,00%

100,00% | 100,00%

Pelayanan Sosial Rumah
Perlindungan Trauma
Center

100,00%

97,75% 102,31%

Peningkatan Kualitas
Assesment dan
Manajemen Kasus

Pembinaan Bagi
Penyandang Disabilitas

Rehabilitas Prasarana dan
Sarana Penunjang dalam
Panti Rehabilitasi Sosial
Anak yang Dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi
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Reaslisasi

Realisasi

Program
Penanganan

Fakir Miskin lr nito

terkecil sebesar 100% yaitu pada

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor,

PROGRAM KEGIATAN o %
Fisik Keuangan
Program Penyuluhan Sosial
Pemberdayaan | Provinsi Riau 100,00% 100,00% | 100,00%
Sosial Peningkatan Kapasitas
100,00% | 100,00%

104,05%

116,76%

102,84%

103,84%

Penyediaaan Makan dan Minuman,

Pelayanan Sosial Adopsi Anak,

Penyuluhan Sosial Provinsi Riau, Peningkatan Kapasitas Forum CSR Kesos

Provinsi Riau, dan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan

Rujukan Terpadu (SLRT) di Provinsi Riau dan Perhitungan terbesar adalah
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116,76% yaitu pada kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan

4.2.3 Efektivitas

hasil d a outcome
dengan output. jikalau hasil
output leb ' Y g°te ah didapatkan

DI disay yepepe fur udwnyo(

Berikut ini ialah perhitunga ektivitas pada Dinas Sosial Provinsi

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

Riau periode 2019-2020.

Tabel 4.10
Perhitungan Efektivitas
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019

Target | Capaian

%
Sasaran | sasaran

Sasaran Strategi Indikator Kinerja




Peningkatan Pelayanan
Terhadap Penyandang

Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan

69

Masalah Kesejahteraan | Sosial (PMKS) yang Cl)'rglg Cl)'é?]S 83,94%
Sosial (PMKYS) di mendapatkan pelayanan g g
Provinsi Riau sosial
Peningkatan Peran Jumlah Potensi Sumber
PSKS dalam . y
2 Kesejahteraan Sosial 3.169 822

pembangunan bidang 25,93%

. o (PSKS) yang Orang Orang
kesejahteraan sosial di h

. i diberdayakan
Provinsi Riau

Efektivitas 54,94%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efektivitas

Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2019 adalah 59,94% dengan perhitungan

terkecil sebesar 25,93% yaitu pada indikator Kinerja Jumlah Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dan perhitungan terbesar adalah

83,94% yaitu pada indikator kinerja Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sosial.

Peneliti juga mengukur-perhitungan rasio.efektivitas pada sasaran strategi

pada tahun 2020. Berikut ini adalah perhitungan rasio efektivitas pada sasaran

strategi Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2020.

Tabel 4.11

Perhitungan Efektivitas
Dinas Sosial Provinsi Riau

Tahun 2020
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Ca}palgn %
Sasaran | Kinerja
Peningkatan Pelayanan Jumlah Penyandang
Terhadap Penyandang Masa_lah .
) Kesejahteraan Sosial 540 493
Masalah Kesejahteraan (PMKS) yan Oran Oran 91,29%
Sosial (PMKS) di yang g g
mendapatkan

Provinsi Riau

pelayanan sosial

Peningkatan Peran
PSKS dalam
pembangunan bidang

Jumlah Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang
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kesejahteraan sosial di
Provinsi Riau

diberdayakan |

Efektivitas 45,65%

Sumber: Data Olahan (2022)

91,29% v

Sosial (PM

4.3

alue for money
terhadap h melalui rasio
ekonomi, asan dari hasil

berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang ditetapkan maka program/kegiatan
Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dinyatakan ekonomis.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil dari perhitungan ekonomis yang
dilakukan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 95,98% berdasarkan kriteria
penilaian ekonomis yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi

Riau pada tahun 2020 dinyatakan ekonomis.
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Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada
tahun 2019 dan 2020 berdasarkan dari kriteria penilaian ekonomis yang telah

ditetapkan maka hasilnya dinyatakan ekonomis karena nilai presentase kurang

angan anggaran

sebesar 19,33% g 1 ‘ hal tersebut,

43.2 Efisiensi ..

Pada Tahun 2019 pe ‘ 1 semua program/kegiatan yang
telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 114,22%
berdasarkan kriteria penilaian efisiensi yang ditetapkan maka program/kegiatan
Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dinyatakan efisien.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil dari perhitungan efisiensi yang

dilakukan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 103,84% berdasarkan kriteria
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penilaian efisiensi yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi
Riau pada tahun 2020 dinyatakan efisien.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada

isasi anggaran
pelaksanaan
ini juga

kurang mampu

realisasi keuangan yang ditetapkan maka rasio efisiensi yang dihasilkan akan
semakin besar. Walaupun demikian kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun
2019 dan 2020 masih tetap dikatakan baik karna dapat memenuhi konsep dari
efisiensi dengan menghasilkan input yang minimum dengan output yang

maksimal.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

73

Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat beberapa program/kegiatan yang belum
terlaksana/tercapai, dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran Dinas Sosial

Provinsi Riau yang tidak luput dari rasionalisai anggaran. Hal tersebut

mengakibatkan pe ha a.petunjuk _ope atan dan penyesuaian

gram/kegiatan

hesar 59,94%

dari 100%.

Hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2019 ke tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 14,29% hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial
Provinsi Riau mengalami penurunan kinerja untuk mencapai target sasaran yang
telah ditetapkan dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020

pelaksanaan program/kegiatan anggaran dirasionalisasikan sehingga belanja untuk
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kegiatan tidak dapat terlasana seluruhnya, dan dari hasil verifikasi penerima
bantuan tahun 2020 juga tidak banyak yang bersifat accidential atau pada saat

terjadinya kasus sehingga tidak bisa diperkirakan berapa yang bisa dibantu atau

& osial provinsi Riau

%‘l“‘ .3 ia penilaian

3. Sedangkan rasio efektivitas Dinas Sosial Provinsi Riau masih belum
dikatakan baik karena kinerja program yang dijalankan mengalami
penurunan dan jika menurut kriteria penilaian efektivitas yang telah
ditetapkan, hasil perhitungannya kurang dari 100% yang mana itu

artinya dinyatakan tidak efektif. Hal ini juga disebabkan oleh Covid-19
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sehingga belanja untuk pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat

terlaksana seluruhnya.




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan
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= dinyatakan tidak efektif dengan rasio efektivitas tahun 2019 sebesar

59,94% dan tahun 2020 sebesar 45,65%.
5.2 Saran

1. Dinas Sosial Provinsi Riau
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap Dinas

Sosial Provinsi Riau dapat meningkatkan akuntanbilitas kinerja

76
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dengan lebih memperhatikan prinsip value for money sehingga dapat

mengevaluasi dan mengelola kinerja dengan lebih optimal dimasa

mendatang. Diharapkan juga Dinas Sosial Provinsi Riau dapat
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